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Abstract

The tax collection system in Indonesia is a self-assessment system. A system that relies on taxpayer
compliance. This research examines MSME taxpayer compliance. The population chosen was MSMEs in Batu
City, East Java. Batu city is a tourist destination. The analysis technique used is multiple regression. The
results of the research are that understanding and awareness of taxpayers has an impact on tax compliance,
where understanding taxes has the biggest impact. MSMEs in Batu City always prepare funds to pay taxes
and understand the benefits of taxes. Tax sanctions are not a consideration for Batu City SMEs because they
pay on time.
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1. Pendahuluan

Waluyo (2017) menyampaikan bahwa negara bertugas melakukan pembangunan nasional.
Pembangunan nasional merupakan Kkegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan
memperhatikan kesinambungan. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia
secara utuh. Untuk mencapai tujuan itu maka masalah pembiayaan sangat perlu diperhatikan. Dalam
pembiayaan, negara harus memiliki sumber penerimaan. Pajak merupakan sumber penerimaan yang
potensial, terutama menginat bahwasanya pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Indonesia
(Nuraini, 2023).

Mengutip dari UU RI no 28 tahun 2007 tentang KUP. Pajak memiliki pengertian sebagai konribusi
bersifat wajib kepada negara baik yang berasal dari orang pribadi dan badan atas utang pajak. Pajak
bersifat memaksa dengan didasarkan atas UU dimana penanggung pajak tidak memperoleh manfaat
secara langsung dan pajak dipakai bagi keperluan negara dengan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Jelas dapat dikatakan bahwa pajak harus dipatuhi, jika tidak dipatuhi maka akan dapt sanksi. Pembayar
atau penanggung pajak tidak langsung mendapat manfaat karena uang pajak digunakan negara untuk
operasaional dengan tujuan kemakmuran rakyat yang setinggi tingginya.
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Sebagai respon pemerintah atas kepedulian terhadap UMKM, diterbitkan PP 23 tahun 2018.
Peraturan yang ditujukan untuk pengusaha UMKM baik orang pribadi dan badan. Tarif pajak lebih kecil
dibanding peraturan sebelumnya yang juga ditujukan untuk UMKM, yaitu 0,5% (Lathifa, 2023). Bukan itu
saja, jika omzet tidak melebihi 500 juta maka tidak dikenakan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara terus menerus. Namun pada satu sisi,
pemerintah juga mengalami kendala atau tantangan dalam hal penerimaan pajak. diantaranya adalah
tingkat kesadaran wajib pajak (WP) yang masih rendah. As’ari, (2018) menjelaskan bahwa masih banyak
WP yang belum patuh dalam hal pembukuan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan.

Salah satu system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system.
System yang menitikberatkan peranan WP sebagai kunci dalam penerapan pajak. system ini memberikan
kemerdekaan bagi WP dalam hal perpajakan. Kemerdekaan tersebut adalah kemerdekaan yang
bertanggungjawab. Untuk itu, titik kepatuhan WP juga bergantung dari WP sendiri.

Kepatuhan WP mempengaruhi penerimaan pajak. Tiraada (2013) menjelasskan bahwa
kepatuhan WP yang semakin baik dapat meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Ini
menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat atau WP atas perpajakan perlu terus menerus ditingkatkan.

Kepatuhan WP terdiri dari beberapa aspek. Seperti yang telah diatur dalam PMK-
192/PMK.03/2007 pasal 1 yang berisi kriteria suatu WP dikatakan telah patuh yaitu: kepatuhan dalam
hal pelaporan, tidak punya tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit dan tidak sedang atau tidak
pernah dipidana terkait sanksi pajak.

Pemahaman pajak menjadi salah satu factor yang mendorong kepatuhan WP. Pemahaman WP

atas pajak menurut Masruroh (2013) dan As’ari, (2018) adalah bagaimana WP memahami peraturan
perpajakan terkait kegiatan yang akan atau dan sedang dilakukannya. Pemahaman pajak yang baik sangat
membantu WP dalam menjalankan atau menerapkan peraturan pajak. WP memahami apa yang harus
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika WP tidak memahami peraturan pajak maka WP
tersebut tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini berujung pada ketidakpatuhan WP
dalam hal perpajakan. Pemahaman pajak yang baik sangat membantu WP, sehingga WP tidak mengalami
kendala dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.
Pemahaman pajak merupakan dasar bagi masyarakat untuk menjalankan kewajiban pajak. Pemahaman
pajak mendorong WP untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Dapat terjadi karena dalam pengurusan
pajak diperlukan pemahaman yang khusus tentang pajak. pemahaman tentang bagaimana menghitung,
bagaimana membayar dan melapor. Pemahaman pajak memberikan dampak bagi WP dan selanjutnya
membentuk perilaku yang patuh (Masruroh, 2013) dan (As’ari, 2018).

Pemahaman pajak yang baik mendorong WP untuk semakin patuh terhadap peraturan pajak,
karena dalam pemahaman pajak juga terkandung tujuan dari pemungutan pajak. Pemahaman pajak yang
baik menuntun WP untuk memahami ketergantungan pemerintah terhadap pajak.

Dalam tata perpajakan di Indonesia juga dikenal adanya sanksi perpajakan. Keberadaan sanksi
perpajakan untuk menjamin penerapan pajak dipatuhi oleh WP. Seperti dikeyahui bahwa pajak bersifat
memaksa, untuk itu diperlukan sanksi sebagai komponen untuk dipatuhinya peraturan perpajakan yang
berlaku. Walaupun demikian sebetulnya pemerintah tidak menginginkan WP mendapat sanksi
perpajakan. Semakin banyak WP yang mendapat sanksi perpajakan akan berdamapak bagi tertundanya
penerimaan negara dari sector pajak. Keberadaan sanksi perpajakan sebetulnya lebih kepada
“pengingat”. WP diharapkan tidak dahulu mendapat sanksi baru patuh. Namun demikian tidak jarang
peranan sanksi dapat meningkatkan atau setidaknya mendorong terbentuknya kepatuhan WP. Sanksi
pajak adalah pilihan terakhir jika WP tidak patuh.

Selain sanksi pajak, kesadaran pajak juga diperlukan untuk mendorong terpenuhinya kepatuhan

pajak. kesadaran pajak juga dapat disebut sebagai respon WP atas peranan pajak bagi negara dan
masyarakat. Kesadaran pajak dapat juga disebut sebagai pengorbanan masyarakat bagi kepentingan
negara dan masyarakat. Jika dalam era perangkemerdekaan, banyak pejuang yang mengorbankan nyawa
bagi Indonesia. Maka pada masa sekarang pengorbanan itu dilakukan dalam bentuk lain yang
notabenenya lebih ringan. Kesadaran pajak bukan hanya kesadaran atas peranan pajak. namun juga
kesadaran sebagai warga negara.
Kesadaran merupakan respon atas suatu keadaan atau tindakan. Kesadaran WP merupakan respon dari
masyarakat atas keberadaan pajak dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran WP
berperan penting untuk membentuk kepatuhan WP. Seperti yang disampaikan oleh Chanita & Sitinjak
(2021) dan Tene et al. (2017) bahwa kesadaran WP merupakan tanggapan WP untuk memahami dan
menjalankan pajak.

Dapat terjadi, ada subjek pajak yang paham terhadap pajak namun tidak memiliki kesadaran
yang baik. Dampaknya adalah WP tersebut tidak menjalankan kewajiban pajak dengan benar. Pada sisi
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yang berbeda, bisaa terjadi ada subjek yang tidak dengan baik paham akan pajak, namun mengetahui
bahwa pajak harus dibayar. Untuk itu WP tersebut dapat menggunakan jasa orang lain dalam menghitung
dan membantu dalam mengarahkan membayar pajak

Sanksi pajak dalam tata cara perpajakan di Indonesia ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Sanksi administrai terdiri dari bunga dan kenaikan. Sanksi pidana diberikan sebagai pilihan
terakhir. Setiap pasal dari Pajak Penghasilan memiliki sanksi jika tidak dipatubhi.

Sanksi pajak diberikan jika WP tidak mematuhi peraturan pajak. Penyebab diberikan sanksi
pajak diantaranya adalah karena terlambat dalam membayar pajak, terlambat dalam melapor pajak atau
tidak membayar dan melapor pajak.

UMKM tidak diragukan lagi kontribusinya. Saat masa krisis ekonomi yang juga melanda Indonesia,
UMKM turut serta dalam mempertahankan kekuatan perekonomian masyarakat. Termasuk pada masa
sekarang dimana penawaran dan permintaan tenaga kerja yang semakin jauh jaraknya, maka UMKM
menjadi salah satu solusi yang tepat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “jadi pegawai maka
penghasilan reguler namun sulit untuk kaya. Jadi pengusaha maka adalah wajar jika memiliki harta
berlimpah”. Kota Batu merupakan daerah wisata. Sangat potensial untuk menjalankan UMKM di Kota
Batu. Konsumen bukan hanya masyarakat Kota Batu, namun juga para wisatawan yang dating ke Kota
Batu. Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap UMKM tidak pernah kurang. PP 23/2018 merupakan
salah satu contoh. Para pelaku UMKM semakin terbantu dalam tata cara perpajakan. Selain
diperkenankan dalam menggunakan “pencatatan”, UMKM diberikan insentif yaitu tidak dikenakan pajak
final jika omzet tidak melebihi 500 juta (Lathifa, 2023).

Dalam penelitian ini, kepatuhan menjadi “gong” yang pembahasan. Kepatuhan pajak dapat diukur
melalui tindakan WP dalam menghitung, membayar dan melapor pajak. sesuai peraturan atau belum.
Kepatuhan WP diatur dalam UU No. 16 Tahun 2000 pasal 16 tentang KUP. Kepatuhan WP tidak hanya
satu unsur, melainkan harus menyeluruh. Dimulai dari pengurusan NPWP sampai menghitung dan
membayar sampai melapor pajak. selain untuk menggali dampak pemahaman pajak, sanksi pajak dan
kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak, penelitian ini juga berangkat dari masih ada celah penelitian.
Celah penelitian tersebut adalah kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Yusro and
Kiswanto, 2014). Keberadaan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan WP (Sriniyati,
2020).

2. Pengembangan Hipotesis

Masruroh (2013) dan As’ari, (2018) menyampaikan bahwa pemahaman pajak menjadi pintu
pengetahuan akan perpajakan. Jika WP telah memahami tentang pajak, maka WP mengetahui hak dan
kewajiban pajak beserta manfaat pajak. Hipotesis pertama pada penelitian ini:

Hi; pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Kesadaran pajak merupakan respon dari WP terhadap pajak di Indonesia. Kesadaran WP
mendorong seseorang WP untuk patuh terhadap pajak. Terjadi demikian karena WP yang sadar bahwa
dana pembangunan memotivasi WP untuk patuh pajak, seperti yang dibuktikan oleh Chanita & Sitinjak
(2021) dan Tene et al. (2017). Hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H2; Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Sanksi pajak ada agar WP semakin patuh, namun demikian sanksi pajak menjadi opsi terakhir
jika ada WP yang tidak patuh. Sanksi pajak berusaha dihindari oleh WP, sehingga sanksi pajak berdampak
terhadap WP untuk patuh pajak (Atarwaman, 2020). Hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:
Hz; sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

3. Motedo, Data, dan Analisis

Metode yang dipakai dalam menjawab dan menganalisis adalah kuantitatif. Variabel yang diteliti
ada 4, yaitu kepatuhan WP (variabel bebas), dan variabel terikat yang terdiri dari pemahaman, sanksi dan
kesadaran WP.

Sumber data adalah primer, yang diperoleh dari penyebaran angket kepada pemilik UMKM yang
menjalankan usaha di Kota Batu Jawa timur. Jumlah sampel atau responden adalah sebanyak 40 orang.

Teknik analisis dimulai dari uji instrument, analisis deskriptif dan regresi berganda. Dalam
penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk menjamin data layak dianalisis.
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4. Hasil Penelitian

Pada tabel 1 disajikan tentang rincian dari responden.

Tabel 1. Rincian responden

No Keterangan Jumlah Presentase
1 Umur responden 20-30 Tahun 30 8%
31-40 Tahun 8 15%
41-50 Tahun 2 5%
> 55 Tahun 0 0%
SMP 0 0%
2 Pendidikan terakhir SMA 18 46,3%
S1 21 51,3%
S2 0 0%
Lainnya 1 2,4%
1 Tahun 21 53,7%
3 Lama usaha 1-5 Tahun 16 399,
6-10 Tahun 0 0%
11-15 Tahun 2 5%
> 15 Tahun 1 2,4%

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan tabel satu dapat dijabarkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok usia
20 sampai 30 tahun diikuti kelompok usia 31 sampai 40 tahun. Pendidikan terakhir paling banyak
dari kelompok S1 selanjutnya SMA dan lama usaha sebagian besar pada kelompok 1 tahun
selanjutnya dari kelompok 1 sampai 5 tahun.

Statistik Deskriptif
Tabel 2. Statistik Deskriptif
N Min Max Mean S.td'.
Deviation

PP 40 5 25 16.68 4.643
SP 40 8 25 17.13 4.952
KWP 40 7 25 16.45 4.489
KP 40 5 23 16.68 4.758
Valid N 40

Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan tabel dua dapat dijelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai rata-rata baik. Dapat
dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak, pemahaman pajak, kesadaran WP pelaku UMKM di Kota
Batu adalah baik.

Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis regresi linear berganda

Coefficients2
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Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) .381 1.682 227 .822
PP 544 136 526 3.997 .000
SP -.018 131 -018 -134 .894
KWP 456 133 430 3.434 .002

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4 dapat diuraikan bahwa variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah
pemahaman Pajak (PP) dan Kesadaran Wajib Pajak (KWP). PP memiliki nilai signifikansi 0,000 dan
KWP sebesar 0,002. Keduanya < 0,05. Dari kedua variabel independen yang mampu mempengaruhi
kepatuhan pajak, pemahaman pajak memberikan pengaruh terbesar karena memiliki nilai Beta
0,526.

Pembahasan

Pemahaman Pajak Terhadap kepatuhan Pajak

Pemahaman pajak berpengarauh terhadap kepatuhan pajak. hasil penelitian sejalan dengan
penelitian Masruroh (2013) dan As’ari, (2018). Kondisi ini dapat terjadi karena pertama WP UMKM
memahami bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dan
meningkatkan kemakmuran rakyat. Jika penerimaan pajak semakin menjauh dari target (tidak
mencapai) maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat. Para pelaku
UMKM adalah bagian dari masyarakat.
Kedua adalah karena WP telah mengetahui cara menghitung, membayar dan melapor pajak yang
benar. Semakin baik pemahaman atas perpajakan akan semakin mendorong WP untuk semakin
mudah dalam memenuhi keajiban pajak.
Pemahaman yang baik atas pajak juga dapat terjadi karena berdasarkan tabel 1 bahw sebagian besar
pendidikan terakhir responden adalah sarjana. Walaupun pendidikan sarjana belum tentu pada
bidang ekonomi khususnya akuntansi, namun pendidikan yang tinggi berdampak terhadap wawasan.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Pajak

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan
penelitian Chanita & Sitinjak (2021) dan Tene et al. (2017). Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak karena pertama, WP sadar bahwa pajak merupakan salah satu bentuk
pengabdian warga negara kepada negara. Sebagai warga negara, adalah suatu keharusan untuk
memberikan kontribusi kepada negara. Dalam perpajakan, pengabdian tersebut disesuaikan dengan
kapasitas atau kekuatan pengusaha UMKM. Semakin besar penghasilan suatu UMKM maka semakin
besar pajak penghasilan yang terutang dan harus dibayar.

Para pelaku UMKM menyadari bahwa uang pajak yang dibayar, nantinya akan dipakai untuk
kemakmuran rakyat setinggi tingginya. Selain itu, para pelaku UMKM juga memahami bahwa
kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM adalah tinggi. Dapat dilihat dengan banyak bantuan
yang diberikan, termasuk pada masa pandemic Covid 19.

Kedua, WP telah menyiapkan dana yang diperlukan untuk membayar utang pajak. Ini
menunjukkan implementasi dari kesadaran pajak. Implementasi yang sederhana namun mendasar.
WP menunjukkan kesiapan diri dalam pemenuhan kewajiban pajak. Untuk pengusaha pada level
UMKV, ini menunjukkan kesadaran pajak yang baik.

Ketiga adalah WP secara umum selalu membayar utang pajak dengan tepat waktu. Ketepatan
waktu dalam membayar pajak menunjukkan respon yang positif dalampemeneuhan kewajiban pajak.
kesadaran pajak yang baik juga dapat terjadi karena factor kedewasaan dalam menyikapi sesuati.
Dalam hal ini adalah sikap atas pajak. kedewasaan dapat tumbuh lebih baik karena berdasarkan tabel
1 sebagian besar umur responden pada kelompok 20 sampai dengan 30 tahun.
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Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bawa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Masruroh (2013). Tidak berpengaruh karena WP
UMKM tidak setuju dengan keberadaan sanksi pajak. Ada persepsi bahwa sanski pajak untuk WP
pada tingkatan UMKM sebaiknya lebih ringan dibandingkan dengan WP yang lain.

Dapat dimengerti jika pelaku UMKM memiliki persepsi tersebut, karena pengusaha UMKM
adalah pengusaha pada tingkatan terendah. Modal, pengetahuan, dan kemampuan lainnya terendah
jika dibandingkan dengan pengusaha lainnya.

Kesadaran Wajib Pajak vs Pemahaman Pajak

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh yang lebih
besar dibandingkan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. kondisi ini menunjukkan bahwa
pemahaman pajak menjadi pintu utama bagi tumbuhnya kepatuhan pajak UMKM. Melalui
pemahaman pajak yang baik, WP UMKM mengetahui betapa penting uang pajak bagi pembangunan
negara dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Melalui pemahaman pajak yang semakin baik, WP UMKM dapat lebih mudah untuk menjalankan
kewajiban pajak. WP dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan mudah.

6. Kesimpulan

Pemahaman pajak dan kesadaran pajak memberikan pengaruh bagi kepatuhan pajak. Artinya
adalah semakin baik pemahaman dan kesadaran pajak maka semakin baik kepatuhan pajak UMKM.
Pemahaman pajak menjadi pintu utama bagi peningkatan kepatuhan pajak karena berangkat dari
pemahaman tentang pajak, para pelaku UMKM di Kota Batu dapat menjalankan hak dan kewajiban pajak,
khususnya sebagai pelaku UMKM.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan mebambahkan variabel tentang kepatuhan karena tingkat
sukarela dalam kepatuhan pajak. tujuannya adalah untuk memahami pengaruh kesukarelaan dalam
kepatuhan pajak.
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